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	Pengelolaan perusahaan telah bergeser dari orientasi tunggal pada keuntungan pemegang saham menuju tanggung jawab sosial yang lebih luas kepada karyawan, masyarakat, dan lingkungan (Thamara et al., 2025). 
	Komitmen global seperti SDGs 2030 dan Perjanjian Paris turut mendorong penguatan praktik Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi keberlanjutan bisnis (Endah et al., 2026). Kondisi ini menuntut perusahaan menyediakan bukti nyata komitmen sosial-lingkungan, karena hubungan baik dengan pemangku kepentingan berkontribusi positif terhadap nilai perusahaan (Lestari et al., 2025). 
	Salah satu instrumen pengukuran CSR yang banyak digunakan adalah dimensi Social pada kerangka ESG, yang mencerminkan sejauh mana perusahaan mengungkapkan tanggung jawab sosialnya kepada pemangku kepentingan (Antika et al., 2025; Solihah & Fadilah, 2022). Pengungkapan yang kredibel pada dimensi ini menjadikan CSR bukan sekadar kepatuhan formal, melainkan kebutuhan strategis untuk membangun kepercayaan pasar (Gillan et al., 2021; Putri et al., 2026).
	Di Indonesia, kewajiban tanggung jawab sosial diatur melalui UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan diperkuat oleh POJK No. 51/POJK.03/2017 mengenai pelaporan keberlanjutan bagi lembaga jasa keuangan dan perusahaan publik. Sektor manufaktur, sebagai penyumbang PDB dan tenaga kerja terbesar sekaligus sektor padat sumber daya (Harahap et al., 2026), menghadapi sorotan tinggi atas dampak sosial-lingkungan dari aktivitas produksinya (Fitria & Mariana, 2025; Hendrawan et al., 2026). Data PROPER 2021–2022 menunjukkan dari 3.200 perusahaan peserta, 887 memperoleh peringkat merah dan 59 dikenai penegakan hukum akibat ketidaktaatan lingkungan (Rahman, 2022), sementara skor pengungkapan CSR antarperusahaan di BEI masih bervariasi lebar, berkisar 9–82 pada periode 2020–2022 (Cahyani & Lestari, 2025; Gillan et al., 2021).
	Variasi tersebut dapat dijelaskan melalui Agency Theory (Jensen & Meckling, 1976), yang menyoroti perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham dalam pengalokasian sumber daya untuk CSR. Struktur kepemilikan diyakini menjadi mekanisme pengawasan yang dapat menyelaraskan kepentingan tersebut (Aulia et al., 2026). Kepemilikan manajerial berpotensi mendorong manajemen memperhatikan keberlanjutan perusahaan (Danendratama & Dharma, 2026), meski penelitian terdahulu menunjukkan hasil beragam, termasuk potensi efek entrenchment pada kepemilikan yang terlalu besar (Dakhli, 2021). Kepemilikan institusional, di sisi lain, umumnya dikaitkan dengan pengawasan yang lebih kuat terhadap kualitas tata kelola dan pengungkapan CSR (Dakhli, 2021; Turnip et al., 2026).
	Hubungan antara struktur kepemilikan dan CSR juga diduga dipengaruhi oleh kinerja perusahaan, yang dalam penelitian ini diproksikan melalui Tobin's Q. Perusahaan dengan Tobin's Q tinggi cenderung mendapat kepercayaan investor yang lebih besar, sehingga mendorong pengungkapan yang lebih transparan (Dakhli, 2021). Inkonsistensi temuan penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengaruh kepemilikan manajerial dan institusional terhadap CSR (Dakhli, 2021; Rahmawati & Maulana, 2026) menunjukkan perlunya mempertimbangkan kinerja perusahaan sebagai variabel moderasi.
	Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR, serta peran moderasi kinerja perusahaan dalam hubungan tersebut, pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Penelitian ini diharapkan memperkaya literatur Agency Theory dalam konteks perusahaan manufaktur di negara berkembang, sekaligus memberikan masukan praktis bagi manajemen, investor, dan regulator dalam mendorong pengungkapan CSR yang lebih konsisten.
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